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Disparitas Pendapatan
Antardaerah di Indonesia

Etharina

Penelitian inf bertujuon untuk mengetahui disporitas pendopatan
ontardaerah di Indonesio den melihat pengaruh suatu witayoh otau
grup propinsi lerthadap disporitas yang terjadi. Penelitian dilakukon
dengan menggunakan Theil Entropy untuk melihat dimensi spasiof
dan disparitas regional. Penggunaan indeks Theil yang didekompo~
sisi sangot membantu untuk memahami pengaruh spoasial ontar dan
di dalarm wilayah, maupun ontar dan dalam grup propinsi. Hasil
penelitian menemukan bohwa disparitas pendapatan per kapita yang
rerjadi antara {between} wifayah Jawa dan Juar Jowa, serta antara
Kawasan Bara! don Kawosan Timur indonesia relatif kecif, Disparitas
pendapatan per kapita yong lebibh besar terfadi antara OKI Jakaria
dan doeroh Ininnya, serta antara grup propinsi kaya dan grup propinsi
miskin. Seloin itu, penefition juga menemukan bohwa disparitos justry
semakin nyata terjadi di dafom (within} suatu wilayah, yaitu di dalam
wilayeh Jawa, Luar Jawa, KBI, dan KT,
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Disparitas pendapatan antardaerah
merupakan hal yang wajar dalam konsep
pembangunan nasional. Pada tahap awal
pembangunan ekonomi nasional, perbe-
daan laju pertumbuhan regional yang cukup
besar antarprovinsi di Indonesia telah
mengakibatkan disparitas dalam distribusi
pendapatan antarprovinsi. Namun dalam
jangka panjang, ketika faktor-faktor
produksi sermakin mobil (maobile), perbe-
daan laju pertumbuban output antar-
provinsi cenderung menurun bersamaan
dengan meningkatnya pendapatan per
kapita rata-rata di setiap provinsi. Kondisi

tersebut sesuai dengan hipotesis Kuznets
yang dikenal dengan hipotesis U terbalik!

Disparitas regional di Indonesia
disebabkan antara lain oleh kebijakan
yang diterapkan selama pemerintaban
Orde Baru. Undang-Undang {UU) No.5
tahun 1574 menyebutkan bahwa Peme-
rintah Pusat menguasai dan mengontrol
hampir semua pendapatan daerah yang
meliputi pendapatan dari hasil kekayaan
atam di sektor pertambangan, minyak dan
gas, serta perkebunan, Sumber-sumber
pendapatan tersebut kemudian ditetap-
kan sebagai penerimaan negara. Akibat-




Disparitas Pendopotan Antardoersh di Indonesia {Etharina)

nya, daerah yang kaya akan sumber daya
alam tidak menikmati hasilnya secara
layak (Hill 20071}

Pada awal pemerintahan orde baru
para pembuat kebijakan dan perencana
pembangunan ekonomi masih sangat
percaya bahwa proses pembangunan eko-
normi akan menghasilkan trickle down
effects. Strategi yang diterapkan pada
saat itu difekuskan untuk mencapai
pertumbuhan ekanomiyang tinggi dalam
periode waktu yang singkat. Untuk men-
capai tujuan tersebut, pembangunan
ekonomi nasional dimulai dan dipusatkan
di Pulau Jawa serta diprioritaskan pada
sektor-sektor tertentu yang secara poten-
sial memiliki kemampuan besar untuk
menghasilkan nilai tambah ekonomi yang
tinggi. Sebagai akibat dari strategi
tersebut, pada dekade 1980-an hingga
pertengahan dekade 1990-an Indonesia
menikmati laju pertumbuhan ekonomi
yang tinggi tetapi dengan tingkat
kesenjangan yang juga semakin besar
(Tambunan 2001},

Sejumlah studi telah dilakukan
untuk melihat disparitas pendapatan di
Indonesia beserta faktor-faktor penyebab-
nya. Penelitian yang dilakvkan Akita dan
Lukman (1995} melihat dispersi penda-
patan per kapita antardaerah dan melaku-
kan dekomposisi sektoral untuk menge-
tahui sektor ekonomi yang menjadi
penyebab kesenjangan regional. Namun
sayang, studi-studi tersebut tidak melihat
aspek ruang {spasial} penyebab disparitas
yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini
dilakukan untuk mengidentifikasi karak-
teristik disparitas spasial yang terjadi
antarprovinsi dan wilayah di Indonesia.
Unituk tujuan tersebut, penulis membuat
pengelompokan wilayah-wilayah di

Indonesia yaitu Kawasan Barat Indonesia
(KBIl) dan Kawasan Timur Indonesia {KTI),
serta wilayah Jawa dan wilayah luar Jawa.
Selain itu penulis juga mengelompokkan
provinsi menjadi beberapa grup provinsi
untuk melihat pengaruh suatu grup
terhadap grup lainnya.

METODE PENELITIAN
KerangkaTeoritis

Literatur mengenai evolusi atau
perubahan kesenjangan dalam distribusi
pendapatan pada awalnya didominasi
oleh hipotesis Kuznets. Dengan rmeng-
gunakan data antarnegara {cross section)
dan data dari sejumlah observasi runtun
waktu (ime serigs) setiap negara, Simon
Kuznets menemukan suatu hubungan
berbentuk U terbalik (inverted U Hypo-
thesis) antara kesenjangan pendapatan
dan tingkat pendapatan per kapita .

Konsep tersebut memperoleh
namanya dari bentuk rangkaian peru-
bahan longitudinal (antarwaktu) atas dis-
tribusi pendapatan yang diukur berda-
sarkan koefisien Gini sejalan dengan
pertumbuhan produk nasional brute per
kapita (Todaro 2000}, Hasil ini diinter-
pretasikan sebagai evolusi dari distribusi
pendapatan dalam proses transisi dari suatu
ekonomi perdesaan ke suatu ekonomi per-
kotaan atau ekonomi industri.

Ahli-ahli klasik sangat mengabaikan
analisis mengenai kegiatan ekonomi dari
sudut penyebarannya di berbagai daerah.
Menurut kaum klasik, mekanisme pasar
2kan menciptakan pertumbuhan eko-
nomi yang seimbang antar berbagai
daerah. Harga-harga dinilai sangat
fleksibel, laktor-faktor produksi diasum-
sikan sangat mobil dan informasi menge-
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nai keadaan di berbagai daerah dianggap
cukup sempurna sehingga perekoncmian
akan dengan sendirinya menghapus
ketidakseimbangan yang terjadi. Ekonom
klasik berpendapat bahwa ketidak-
seimbangan antardaerah hanya bersifat
sementara {Sukime dalam Lubis 1999).

Sebagaimana kaum klasik, Marxist
dan Institusionalis juga tidak membahas
mengenai ruang {space). Kegagalan Neo-
klasik, Marxist dan Institusionalis adalah
karena mereka percaya bahwa: Pertama,
mekanisme pasar akan bekerja menuju
ke keseimbangan yang optimal dalam
pemanfaatan sumber daya, maupun
menciptakan pertumbuhan yang cepat
tanpa ada yang dirugikan dan tanpa
memerlukan biaya, serta menjamin ter-
jadinya distribusi pendapatan antar-
daerah. Kedua, adanya kepentingan dasar
yang hamoni antara kelompok-kelompok
sosial, masyarakat, daerah, dan negara.
Ketiga, tidak adanya campur tangan
pemerintah, tingkat mobilitas fakter
produksi tidak membutuhkan biaya,
dapat melakukan penyesuaian secara
tangsung, dan tidak ada yang dirugikan.
Dengan asumnsi-asumsi tersebut, analisis
regional menjadi tidak menarik karena
pasar bebas yakin tidak akan ada
disparitas antardaerah {Higgins dan
Savole 1995).

Secara umum, Marxist sebenarnya
telah memberikan sedikit perhatian
tentang ruang dibanding kaum Neoklasik.
Ini dapat dilihat dari munculnya depen-
dency theory’ (teori dependensi), dengan
ruang dalam bentuk ‘pusat’ (center)
sebagai monopoli kapitalis internasional
dan 'pinggiran’ (periphery) dalam bentuk
daerah atau negara yang dieksploitasi.
Dalam teori ini disparitas internasional

Vel.iNo. 1, Agustus 200% (59-74)

dan regional rnuncqul karena adanya kapitalis
{Higgins dan Savole 1995; Riddell 1985).
Kritik utama yang dilontarkan oleh
para ekonom terhadap teori dependensi
adalah bahwa tesis ketergantungan sangat
menitikberatkan keterbelakangan yang
terjadi akibat interaksi antara negara maju
dan miskin. Tesis ini dinilai kurang propor-
sional dalam menempatkan interaksi yang
terjadi di dalam negeri sebagai salah satu
faktor yang berpengaruh dalam mencip-
takan keterbelakangan dan ketergan-
tungan terhadap negara lain (Kuncoro 1997),
Pertumbuhan output suatu daerah
biasanya dipakai sebagai indikator dari
pertumbuhan kapasitas produksi yang
dipengaruhi oleh kemampuan daerah
tersebut menarik modal dan tenaga kerja
dari daerah lainnya. Pertumbuban output
per pekerja digunakan sebagai indikator
perubahan tingkat keunggulan suatu
daerah melaiui pertumbuhan produk-
tivitas, sedangkan pertumbuhan cutput
per kapita digunakan sebagai indikator
perubahan kesejahteraan ekonomi.
Hasil penelitian yang dilakukan
Soeroso dan Frank Biarratani {1985} di
Indonesia dengan menggunakan Model
Neoklasik menunjukkan bahwa perbe-
daan antardaerah dalam tingkat pertum-
buhan ouiput telah menarik modal dan
tenaga kerja ke daerah yang memiliki
tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan
menyebabkan instabilitas dalam pola
pertumbuhan daerah di Indonesia.
Konsentrast kegiatan ekonomi yang
tinggi di daerah tertentu menjadi salah
satu fakior yang menyebabkan terjadinya
disparitas pembangunan antardaerah.
Pembangunan ekonomi di daerah dengan
tingkat konsentrasi kegiatan ekonomi
tinggi cenderung tumbuh pesat diban-
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dingkan daerah yang memiliki tingkat
konsentrasi kegiatan ekonomi rendah,
Begitu pula, konsentrasi penduduk di dalam
dan di sekitar kota-kota besar biasanya
diikuti dengan adanya disparitas penda-
patan antardaerah (Akita danLukman 1995).

Kerugian yang dialami banyak
daerah di wilzyah luar Jawa, terutama KTI,
disebabkan oleh terpusatnya kegiatan
ekonomi nasional di wilayah Jawa. Ini
merupakan salah satu contoh konkrit dari
adanya dampak balik atau backwash
effects (Arsyad 1999). Backwash effects
adalabh terjadinya proses pemusatan
sumber-sumber ekonomi ke daerah kaya.
Kesernpatan untuk mendapatkan pekerja-
an dengan gaji yang lebih baik dan men-
dapatkan prasarana sosial yang lebih layak
telah mendorong terjadinya perpindahan
penduduk dari daerah miskin ke daerah
kaya. Perpindahan ini bersifat selektif
karena penduduk yang bermigrasi umum-
nya adalah mereka yang memiliki pen-
didikan dan ketrampilan yang lebih tinggi.
Kondisi demikian menurut Myrdal men-
jadikan daerah miskin menjadi semakin
miskin dan daerah kaya menjadi semakin
kaya. Perbedaan antara pusat dan daerah
pinggirannya juga semakin melebar
akibat adanya kausasi kumulatif (cumula-
tive causation).

Selain backwash effects Myrdal juga
mengemukakan adanya dampak sebar
(spread effects). Spread effects menjelaskan
bahwa pembangunan di daerah pusat per-
tumbuhan akan menyebabkan tambaban
permintaan atas hasil-hasil di daerah
belakangnya. Tetapi yang sering terjadi
adalah spread effecis jauh lebih kecil dari
backwash effects sehingga secara kese-
luruhan pembangunan di daerah pusat
pertumbuhan yang relatif lebih maju

justru memperlambat pembangunan di
daerah belakangnya yang relatif masih
miskin, terutama pada masa-masa awal
pembangunan. Secara kumulatif kecen-
derungan ini akan semakin memper-
buruk disparitas regional yang ada.

Ada tiga tahap perkembangan
keseimbangan pembangunan antar-
daerah, Tahap pertama terjadi sebelum
industrialisasi dan ditandai dengan
rendahnya kesenjangan antardaerah,
Tahap kedua terjadi pada saat kesen-
jangan antardaerah semakin meningkat
akibat adanya kausasi kumulatif dari
backwash effects dan spread effects. Tahap
ketiga terjadi ketika spread effects rmenjadi
lebih besar dibanding backwash effect
sehingga mampu mengurangi kesen-
jangan. Spread effects biasanya didorong
oleh tindakan pemerintah melalui
kebijakan-kebijakannya (Jhingan 2000).

Sejumlah literatur ekonomi menya-
takan bahwa pendapatan per kapita di
negara atau provinsi kaya dan miskin
akan cenderung konvergen [Barro 1997).
Konvergensi dapat terjadi ketika provinsi
yang miskin tumbuh lebih cepat diban-
dingkan dengan provinsi kaya (8 conver-
gence). Semakin tinggi perturnbuban
pendapatan per kapita provinsi miskin
relatif terhadap provinsi kaya, semakin
cepat terjadi kanvergensi. 8 convergence
kemudian akan menghasilkan ¢ conver-
gence jika ada pengurangan dispersi
pendapatan regional per kapita.

Teknik Analisis

Koelisien Theil merupakan indeks
yang sangat popular digunakan untuk
menganalisa distribusi spasial. Keunggulan
dari koefisien Theil ini adalah sifatnya
yang tidak sensitif terhadap skala daerah
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dan tidak terpengaruh oleh nilai-nilai
ekstrim. Koefisien Theil juga independen
terhadap jumlah daerah dan dapat
digunakan untuk membandingkan
kesenjangan-kesenjangan dari sistem
regional yang berbeda-beda. Selain itu
koefisien Theil dapat didekomposisi
menjadi disparitas between {antara) dan
disparitas within {dalam} wilayah atau
grup provinsi secara simultan. Disparitas
between yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah disparitas antarwilayah atau
grup provinsi, sedangkan disparitas within
adalah di;sparitas yang terjadi di dalam
satu wilayah atau grup provinsi tertentu,
Koefisien Theil divkur dengan menggu-
nakan rumus sebagai berikut {Terrasi 1999):

1€ =3 plog(y,/x)=1IC, +IC,,
1
IC, =2 ¥ loglt. 1 x))

€. = ZJ'-[ZU'.H'. Nog(y, f'l',fx,!.\',)}

dimana:

IC = disparitas tatal {iotol koefislen Thell}

IC, = disporitasontor (between) wilgyah atau
grup propinsi

IC_ = dispasitasdidelam {within} wifayah atou
grupproplnst

y,danx, = pengsapendopatandanpenduduk reglonal
rhadap peridapotandan penduduk
nasional.
Y, dor X = pongsa pendapaton don penduduk dalarm
kelornpok {grup) regianalterhadep
pendapatan dan penduduk nasignal

Wilayah yang diamati dalam
penelitian ini adalah wilayah Jawa,
wilayah luar Jawa, wilayah Indonesia
bagian timur {(Kawasan Timur Indonesiz
atau KTI} dan wilayah Indonesia bagian
barat (Kawasan Barat Indonesia atau KBl).
Wilayah juga berupa gabungan beberapa
provinsi (grup provinsi). Disparitas bet-
ween adalah koefisien yang menunjukkan
besarnya ketimpangan vang terjadi
antardua wilayah atau grup provinsi,
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sedangkan disparitas within menunjukkan
besarnya ketimpangan yang terjadi di
dalam suatu wilayah atau grup provinsi.

Data

Penelitian ini menggunakan data
nilai tarnbah produk domestik bruto {PDB}
nasional dan produk domestik regional
bruta (PDRB) per provinsi menurut lapa-
ngan usaha (sektor produksi) tahun 1983-
2001. Analisis menggunakan data PDB
dan PDRB dibedakan antara dengan dan
tanpa minyak dan gas {migas). Migas dan
hastl-hasilnya meliputi minyak dan gas
bumi (crude petroleum & natural gas), yang
di dalam penghitungan PDB dan PDRB
termasuk dalam sektor pertambangan.

Pengamatan dilakukan pada periode
tahun 1983 ~ 1997 danmenckup 27 provinsi
Pada tahun 1998 Timor Timur melepaskan
diri dari Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia sehingga jumlah provinsi berku-
rang menjadi 26 buah, Pada tahun 2000
terjadi penambahan jumlah provinsi dari
26 menjadi 30 buah. Empat provinsi baru
tersebut adalah Bangka Belitung, Banten,
Gorontalo, dan Maluku Utara,

ANALISIS DEKOMPOSISI DISPARITAS
ANTARPROVINSI

Entropy mengukur seberapa merata
suatu distribusi dan Theil entropy dapat
menjelaskan dimensi spasial {rvang). Theil
entropy dapat didekomposisi untuk
melihat kesenjangan yang tetjadi di antara
{between} wilayah dan juga kesenjangan
di datlam {within) wilayah pada suatu
perekonomian.

Tanpa migas, dari tahun 1983 sampai
2001, disparitas regional tidak mengalami
perubahan yang berarti, Hanya ketika
krisis ekonami terjadi pada tahun 1997,
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disparitas regional meningkat. Dengan
migas, penurunan disparitas terlihat jelas
sejak tahun 1983. Penurunan disparitas
sedikit melambat setelah tahun 1952
hingga sebelum terjadi krisis ekonomi. Baik
dengan migas maupun tanpa migas,
disparitas regional meningkat saat terjadi
krisis ekonomii (ihat Tabel 1 dan Gambar 1),

Secara nasional jumlah penduduk
miskin meningkat akibat krisis ekonomi.
Pada akhir tabun 1998, jumlah penduduk
miskin di Indonesia, mencapai 49,5 juta
jiwa atau 24,2 persen dari total penduduk,
Dari jurnlah tersebut, sebanyak 17,6 juta
jiwa tinggal di perkotaan dan 31,9 juta jiwa
lainnya berada di perdesaan. Selama krisis
pula, pertumbuhan pendapatan per kapita
provinsi-provinsi di Indonasia mengalami

ah di indonesio (Etharing)

penurunan tajam.

Untuk melihat dimensi spasial dari
disparitas pendapatan yang terjadi di
Indonesia, penelitian ini membagi wilayah

Indonesia menjadi beberapa wilayah
analisis. Pertama, wilayah analisis dibagi
menjadi wilayah Jawa dan luar Jawa.
Kedua, pembagian wilayah berdasarkan
kawasan, yaitu Kawasan Barat Indonesia
{KBY)) dan Kawasan Timur Indonesia (KT1).
KBl mencakup provinsi-provinsi di pulau
Sumatera, Pulau Jawa, dan Provinsi Bal.
Sedangkan KTl meliputi provinsi-provinsi
yang ada di pulau Kalimantan, Sulawesi,
NusaTenggara, Maluku, dan Papua. Ketiga,
Akita dan Lukman (1995) mencoba meng-
gabungkan provinsi DIl Jakarta dan Jawa
Barat dalam melihat disparitas regional
dengan menggunakan Indeks Williamsan.
Begitu pula Hill {2001} yang berpendapat
bahwa Jawa Barat merupakan perpan-
jangan wilayah ekonomi DKI Jakarta,
Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba
melihat apakah kedua provinsi tersebut
merupakan penyebab terjadinya disparitas
regional di Indonesia. Keempat, Provinsi

Tabel 1.Koefisien Theil Total Dengan dan Tanpa Migas, Tahun 1983-2001

Tahun Koef Theil dengan migas Koef Theil tanpa migas
1983 Q1118 0,0651
1984 0,1083 0,0671
1985 0,1005 0,0653
1586 0,0965 0,0637
1987 0,0947 0,0643
1588 0,0869 0,0631
1989 0,0865 0,0641
1990 0,0850 0,0643
1991 0,0827 0,0648
1992 0,0831 0,0653
1993 06,0755 0,0633
1994 00738 0,0630
1995 0,0766 0,0636
1996 0,0762 0,0646
1957 0,0763 0,0654
1998 0,0824 0,0691
1999 00798 0,0659
2000 00769 0,0648
2001 0,0766 0,0647
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Gambar1.
Koefisien Theil Tahun 1983 -2001
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DKI Jakarta dipilih sebagai entitas tunggal
perekonomian karena pendapatan per

_kapita tertinggi di antara provinsi-provinsi
lainnya {tanpa migas). Bila migas dima-
sukkan ke dalam perhitungan, Provinsi
ini tetap memiliki pendapatan per kapita
yang tinggi yaitu urutan kedua setelah
Provinsi Kalimantan Timur. Kelima, kondisi
regional dianalisis dengan memban-
dingkan pendapatan per kapita provinsi
sebagai persentase pendapatan per kapita
nasional. Indeks pendapatan per kapita
nasional adalah 100. Provinst-provinsi yang
memiliki pendapatan per kapita di atas
rata-rata nasional dikelormpokkan sebagai
provinsi kaya dan sebaltknya provinsi yang
memiliki pendapatan per kapita di bawah
rata-rata nasional dikelompokkan ke
dalam provinsi tidak kaya,

Pembagian wilayah seperti ini digu-
nakan untuk melihat apakah disparitas
yang terjadi antara provinsi kaya dan tidak
kaya semakin mengecil atau semakin
melebar. Sekali lagi, penelitian ini menga-

baikan kondisi sosial karena beberapa
provinsi dengan pendapatan per kapita
tinggi ternyata memiltki Human Dewvelop-
ment fndex {HD1) yang buruk, Provinsi
Papua misalnya, memiliki pendapatan per
kapita yang berada jauh di atas rata-rata
nasional {urutan keempat setelah Kali-
mantan Timur, DKl Jakarta, dan Riau) namun
memiliki HDI urutan kedua terburuk
setelah Nusa Tenggara Barat (Brodjo-
negeore 2002).

Provinsi yang memiliki pendapatan
per kapita {dangan migas) di atas rata-rata
nasional adalah Nangroe Aceh Darussalam,
Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Bali,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan
Papua. Jika migas dikeluarkan maka
provinsi yang memiliki pendapatan per
kapita di atas rata-rata nasional adalah
Sumatera Utara, Riaw, DKl Jakarta, Bali,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, dan Papua. Tingginya
pendapatan per kapita provinsi tersebut
karena seluruh provinsi tersebut, kecuali
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DKl Jakarta dan Bali, kaya akan sumber
daya alam, DKI Jakarta unggul dalam
industri terutama industri manufaktur.
Provinsi ini juga unggul dalam jasa
terutama jasa hotel, perdagangan, hiburan
dan jasa perbankan. Provinsi Bali menonjol
karena jasa pariwisata, perdagangan,
hotel dan restoran.

S5ebelum mengestimasi disparitas
yang terjadi antar (befween) dan di dalam
{within) wilayah yang diamati, terlebib
dahulu dilakukan estimasi koefisien Theil
total. Selanjutnya, dekomposisi dilakukan
dengan menghitung koefisien between
dan koefisien within. Berikut ini adalah
beberapa temuan menarik yang diperoleh
ketika dilakukan simulasi between dan
within kelompok-kelompeok wilayah yang
diamati.

Pertama, pandangan yang menya-
takan bahwa disparitas antar wilayah
terjadi antara wilayah Jawa dan luar Jawa,
serta antara KBl dan KTl tidak sepenuhnya

benar. Data menunjukkan bahwa Jawa .

dan KBl masing-masing menyumbang 60
persen dan B0 persen dalam pembentukan
PDB. Namun, jumlah penduduk yang
mendiami wilayah Jawa dan KB! masing-
masing mencapai hampir 60 persen dan
BO persen dari total jumlah penduduk
Indonesia. Artinya, perbandingan PDRB
relatif terhadap jumlah penduduk sama
dengan wilayah lainnya.

Kalau di luar Jawa banyak provinsi
masih digolongkan miskin berdasarkan
pendapatan per kapita, di Pulau Jawa pun
masih ada provinsi miskin. Pendapatan
per kapita Provinsi Jawa Tengah misalnya,
hanya mencapai 70 persen dari rata-rata
nasional. Bahkan tiga provinsi lainnya
yaitu lawa Barat, Jawa Timur, dan
Yogyakarta memiliki indeks pendapatan

per kapita di bawah rata-rata nasional.
Hanya Banten, provinsi baru hasil peme-
karan Provinsi Jawa Barat, yang memiliki
indeks pendapatan per kapita di atas 100.

Kondisi serupa juga terlihat bila kita
membedakan disparitas antara KBI dan
KTI. Kalau di KTl masih banyak dijumpai
provinsi yang tertinggal jauh dibandingkan
provinsilain (misalnya Nusa Tenggara Timur,
Nusa Tenggara Barat. dan 5Sulawesi
Tenggara), maka KBl juga memiliki provinsi
yang cukup miskin yaitu Lampung, Beng-
kulu,dan Jawa Tengah. Indeks pendapatan
per kapita Provinsi Bengkulu misalnya,
selama tahun pengamatan semakin lama
bahkan semakin kecil, relatif terhadap
rata-rata nasional. Dari fakta tersebut, kita
tidak bisa mengatakan begitu saja bahwa
KBl lebih maju dibandingkan KTI.

Tabel 2 dan 4 menyajikan data
kaefisien total theil, koefisien between dan
koefisien within wilayah dan grup provinsi
masing-masing dengan dan tanpa migas.
Nilai koefisien Theil menunjukkan seberapa
merata distribusi pendapatan per kapita.
Semakin kecil koefisien Theil, semakin
rendah disparitas yang ada dan sebaliknya.
Untuk memperjelas analisis maka
keefisien between dan within grup dihitung
dalam persentase terhadap total koefisien
Theil dan hasilnya disajikan pada Tabel 3
(dengan migas)danTabel 5 (tanpa migas).

Tabel 3 dan Tabel 5 menunjukkan
bahwa persentase koefisien Theil berween
Jawa dan luar Jawa terhadap total
disparitas regional sangat rendah yaitu
sebesar 0,18 persen {dengan migas) dan
0,83 persen {tanpa migas). Begitu pula
dengan disparitas yang terjadi antara KBI
dan KT1 baik dengan ataupun tanpa migas.

Hal cukup penting yang ditemui
adalah disparitas justru terjadi di datam
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JURNAL KEGUANAN EKONOMI

wilayah kawasan dan grup provinsi. Hal
tersebut ditunjukkan oleh persentase
koefisien Theil within terhadap koefisien
Theil total yang mencapai sebesar 77,3
persen di dalam wilayah Jawa, 21,87 persen
di wilayah luar Jawa, 82,3 persen di dalam
KBi dan 17,5 persen di dalam KT! pada
tahun 2001, Walau kontribusi disparitas di
dalam hampir selurvh wilayah yang
diamati menunjukkan kecenderungan
menurun, angka-angka tersebut dinilai
masih cukup tingagi.

Temuan menarik dari hasil peng-
hitungan pada Tabel 5 adalah bahwa pola
disparitas within Jawa, within KBI serta
berween DK! dan luar DXI relatif sama.
Tanpa migas, disparitas between DKI dan
luar DKl menyumbang 83,80 persen
terhadap total disparitas di tahun 1983,
sementara disparitas within Jawa me-
nyumbang 84,44 persen dan disparitas
within KBl menyumbang 88,79 persen
terhadap total disparitas yang ada. DKI,
yang terletak di wilayah Jawa dan KBI,
dapat disimpulkan sebagai penyebab
disparitas antardaerah yang relatif besar.
Namun begitu, disparitas between DKl dan
luar DKl menunjukkan kecenderungan
menurun dari tahun ke tahun, sebagai-
mana juga disparitas yang terjadi di within
Jawa dan within wilayah KBI. Baik dengan
ataupun tanpa migas, disparitas within di
dalam wilayah Jawa ditambah luar Jawa
dan di dalam KBI ditambah KTl menyurm-
bang lebih dari 95 persen dari total
disparitas regional. Sisanya, yaitu sebesar
5 persen, menunjukkan disparitas yang
terjadi between Jawa dan luar Jawa, serta
between KBl dan KT,

Kedua, ketika DK} Jakarta digabung
dengan Jawa Barat, kedua provinsi ini
ternyata bukanlah penyebab disparitas
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regional yang besar, Dengan migas,
disparitas between DKI+Jawa Barat dan
luar DKI+Jawa Barat hanya menghasilkan
4-10 persen dari disparitas regional yang
ada. Tetapi tanpa migas, pengaruh kedua
provinsi tersebut menjadi cukup besar
terhadap kesenjangan regional. Ketika
krisis ekonomi terjadi, disparitas between
DKl+Jawa Barat dan luar DKi+Jawa Barat
turun menjadi separuhnya. Hal ini dapat
dipahami karena krisis sangat berdampak
terhadap industri terutama industri
manufaktur dan jasa-jasa penunjang
yang banyak terdapat di DKl Jakarta dan
Jawa Barat

Ketika DKl Jakarta dianggap sebagai
entitas perekonomtan yang kuat, provinsi
ini menjadi penyebab disparitas yang
makin lama semakin melebar terhadap
previnsi lainnya. Dengan migas, kesen-
jangan antara DKI dan luar DK mengalami
peningkatan yang cukup tinggi. Pada
tahun 1983 persentase between DKl
Jakarta dan luar DKI Jakarta terhadap total
koefisien Theil mencapai 30,83 persen, dan
mencapai 54,06 persen di tahun 1997,
Kesenjangan antara DK] Jakarta dan luar
DKl Jakarta menurun saat dampak dari
krisis ekonomi mulai dirasakan sejak
tahun 1998,

Tanpa migas, perekonomian DK!
Jakarta sangat mendominasi terjadinya
ketidakmerataan regional. Konsentrasi
kegiatan ekonomi yang tinggi di DKI
Jakarta telah menyebabkan terjadinya
disparitas pembangunan yang signifikar.
Pada tahun 1983, persentase kesenjangan
between DKl Jakarta dan luar DKl Jakarta
mencapai 83,80 persen terhadap total
disparitas regional. Namun pada tahun-
tahun berikutnya persentase tersebut
semakin menurun. Di saat krisis ekonomi
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disparitas antara Jakarta dan luar Jakarta
mulai berkurang, walau masih cukup
tinggi. Pada tahun 2001, disparitas antara
Jakarta dengan luar Jakarta mencapai
73,20 persen.

Tidak bisa dipungkiri jika DKI Jakarta
merupakan sumber pertumbuhan per-
ekonomian nasional. Dari struktur fiskal,
penerimaan asli daerah DKl mencapai
61,57 persen dari total penerimaan pusat
daerah di tahun 1995. Sebagai perban-
dingan pada tahun yang sama, proporsi
penerimaan asli daersh di provinsi-provinsi
yang kaya akan sumber daya alam, yaitu
Nangroe AcehDarussalam, Riau, Kalimantan,
dan Papua, relatif sangat kecil. Proporsi PAD
terhadap total penerimaan pemerintah
daerah di Provinsi Papua, misalnya, hanya
6,67 persen sementara di Provinsi Nangroe
Aceh Darussalam mencapai 18,06 persen,
Kalimantan Barat dan Timur masing-
masing 20,73 persen dan 23,98 persen
{Basri dalam Tambunan 2001).

DKI Jakarta sebagai kutub per-
turnbuhan, melalui interaksi antarindustri
diharapkan dapat memberikan efek sebar
dan mendorong perkembangan sektor
lain dan daerah lain yang merupakan
kutub pertumbuhan pada hirarki yang lebih
rendah, atau daerah yang lebih tertinggal.
Namun, tampaknya proses tersebut tidak
terjadi. Pemusatan pertumbuhan ekonomi
di Provinsi ini belum menunjukkan
adanya spread effects seperti yang
dinyatakan oleh Myrdal. Justru kausasi
kumulatif dari backwash effecislah yang
terjadi. Secara kumnulatif kecenderungan
ini akan semakin memperburuk disparitas
dalam pendapatan per kapita antara
Provinsi DKl Jakarta dengan provinsi-
provinsi lainnya.

Ketiga, analisis terakhir dilakukan

dengan mernisahkan provinsi kaya dan
tidak kaya. Temuan yang menarik dari
pemisahan tersebut adalah bahwa
kesenjangan antara (between} provinsi
kaya dan tidak kaya semakin melebar
{Tabel 3 dan Tabel 5), yang disebabkan
oleh besarnya peran sektor industri dalam
perekonomian provinsi-provinsi kaya.
Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi
kaya memiliki keunggulan di sektor
perkebunan, sedangkan Kalimantan Timur
dan Papua memiliki konsentrasi yang kuat
di sektor pertambangan. Saat krisis, jurang
disparitas antara provinsi kaya dan tidak
kaya menjadi semakin dalam.

Dengan migas, disparitas yang
terjadi di dalam (within) provinsi kaya
relatif lebih tinggi dibandingkan yang
terjadi di dalam {within) provinsi tidak kaya.
Namun jika migas dikeluarkan, disparitas
yang terjadi di dalam (within} provinsi idak
kaya menjadi besar. kendisi ini menun-
Jjukkan bahwa hasil migas yang selama ini
dikelola olehPemerintah Pusat berkontibusi
dalam menciptakan kesenjangan daerah.

KESIMPULANDAN REKOMENDASI
Kesimpulan

Koefisien disparitas between Jawa
dan luar Jawa yang hanya sebesar 0,18
persen dari total koefisien Theil di tahun
2001 menunjukkan bahwa disparitas pen-
dapatan per kapita antara Jawa dan luar
Jawa relatif kecil. Memang benar, Jawa
menyumbang 60 persen dalam pem-
bentukan PDB total, namun jumlah
penduduk yang mendiami wilayah Jawa
juga mencapai hampir 60 persen dari
total penduduk Indonesia, Artinya,
perbandingan PDRB relatif terhadap
jumiah penduduk sama dengan wilayah
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lainnya. Kondisi yang serupa juga
berlaku bagi Kawasan Barat Indonesia
(KB,

Pada tahun yang sama, koefisien
disparitas within Jawa menyumbang
sebesar 56.77 persen dari total koefisien
Theil dan koefisien disparitas within Luar
Jawa menyumbang sebesar 43,05 persen
dari total koefisien Theil. Hal ini menun-
jukkan bahwa disparitas juga terjadi
secara terpisah masing-masing di dalam
(within} wilayah Jawa dan luar Jawa. Selain
itu, disparitas juga terjadi di datam KBi
dan KTI. Baik dengan ataupun tanpa
migas, disparitas within KBl dan within KT
menyumbang lebih dari 95 persen
terhadap total koefisien disparitas.

Penelitian ini juga menunjukkan
bahwa disparitas antara (between) DKI
Jakarta dan daerah lainnya sangatlah
tinggi. Dengan migas, pada tahun 200
disparitas antara DKI Jakarta dan luar DKI
Jakarta menyumbang lebih dari 50 persen
kepada total disparitas regional. Di tahun
yang sama, jika analisis dilakukan dengan
mengeluarkan migas, DKi Jakarta me-
nyumbang sebesar 73,70 persen dari total
disparitas antardaerah.Tidak ada peruba-
han pada posisi DKl Jakarta selama periode
1983 - 2001. DKl Jakarta tetap merupakan
provinsi dengan pendapatan per kapita
tertinggi, sedangkan Nusa Tenggara Timur
merupakan provinsi dengan pendapatan
per kaipta yang paling rendah.

Kondisi serupa juga terjadi dengan
provinsi-provinsi yang memiliki penda-
patan per kapita di atas rata-rata nasional.
Provinsi-provinsi kayz tersebut ,yaitu
Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera
Urara, Riau, DK| Jakarta, Bati, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua,
semakin lama semakin memperbesar
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jurang kesenjangan dengan provinsi-
provinsi lainnya.

Rekomendasi

Perlu usaha sungguh-sungguh para
perencana untuk menetapkan program
pembangunan daerah yang mampu
mengurangi disparitas regional. Untuk itu,
beberapa rekomendasi yang diajukan:

1. Disparitas pembangunan antar-
daerah sebaiknya tidak hanya dilihat
dari kacamata Jawa - luar Jawa atau
kawasan barat dan kawasan timur.
Perencanaan pembangunan baik di
tingkat nasional maupun regional
harus memperhatikan daerah {provinsi}
secara patsial. Setiap daerah memiliki
karakreristik tersendiri dan memiliki
potensi untuk berkemnbang dengan
kekuatan mereka sendiri.

2 Perlu suatu kebijakan yang dapat
membatasi pemusatan ekonomi di
Provinsi DK Jakarta, misalnya dengan
membatasi izin pendirian pabrik baru,
mengarahkan investasi ke provinsi
lain terutama ke provinsi-provinsi
yang masih ‘miskin:

3. Mengurangi disparitas antardaerah
dapat dilakukan dengan rmengadakan
kerja sama antardaerah melalui
kegiatan pengumpulan data bersama,
membuat kebijakan yang tenntegrasi,
dan membangun mekanisme kom-
pensasi dalam pemanfaatan sumber
daya secara bersama dengan daerah
lain. Penyediaan infrastruktur peng-
hubung antardaerah merupakan
faktor sangat mendesak untuk men-
dorong terfadinya kerja sama antar-
daerah dan menghindari terjadinya
pemusatan kegiatan ekonomi di
daerah kaya.
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4, Perlu ada studilanjutan untuk melihat
disparitas antarwilayah-wilayah terse-
but dengan menggunakan variabel-
variabel yang lebih luas seperti
infrastruktur fisik, tingkat pendidikan,
tingkat kesehatan serta besaran
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